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BUPATI MALUKU TENGAH 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 

NOMOR TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017 

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 

DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF 
KABUPATEN MALUKU TENGA 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA 

BUPATI MALUKU TENOAH, 

Menimbang 

Mengingat 

a. Bahwa dcngan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer le 
Dacrah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteni Keuangan Noror 112/PMK.07/2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07/2017 tenang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa make periu diadakan perubahan atas prrafurn 
Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permbagian 
dan Penctapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomo 34 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku 
Tengah Tahun Angaran 2017; 

I. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang Undang Darurat Nomor 23 Tahu 1957 tentang 
Pembentuken Daera-Daerah Swatantra Tngkat II dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku {Lembaran 
Negara Tahun 1958 Nomnor 1 11  Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2645 ), 

2. Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tcntang Pembcntukan 
Provinsi Malku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten 
Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Noror 6 Tahun 
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, 
Kabupaten Buru dan Kabupaten Malulu Tenggara Barat 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3896); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang euangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 
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4  Undang-Undang Noror 40 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Teur, Kabupaten 

Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di 

Provinsi Maluku (Lcmbaran Negara Tahun 2003 Nomor 155 , 

tambahan Lembaran Negara Nomor 4350]; 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang emeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Nomo 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ], 

7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 201I Norr 82, Tarnbahan Lembaran Negara 
Noror 5234), 

8. Undang-Undang Noror 6 Tahun 2014 tentang Desa 
{Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Noror 54954; 

9, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang 
Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Noror 
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 201 5 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Norr 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahn 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotaradya Dacrah Tingkat II 
Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3137), 

I L .  Peraturan Pemenintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lerbaran Negara Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lerbaran Negara Nomor S539) 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 TAhun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa [Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5717), 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pondapatan dan 
Belanja Negara {Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lemnbaran Nomor 5558), sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Noror 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Tahu 2016 Nomor 57, Tamnbahan 

IT 
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13. Peraturan Presiden Noror 97 Tahun 2016 tentang Rincian 
Anggaran Penadapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2017 (Berita Negara Tahun 2016 Nomnor 253); 

14, Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 1 1 3  Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Dcsa (Berita Negara Tahun 
2014 Nomor 2093) 

15. Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 80 Tahun 22015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bernita Negara 
Tahu 2015 Nomr 2036), 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (erita Negara Tahun 
2016 Nomor 478); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa(Berita Negara Tahun 2017 Namor 537) 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor I12/MK.07/2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Keuangan 
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer kc 
Daerah dan Dana Desa(Benita Negara Tahun 2017 Nomnor 
1081 

19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 201 6 tentang Penctapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara 
Tahun 2016 Nomor 1883); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 [Lembaran Daerah Tahun 
2016 Nomor 184); 

21. Peraturan Bupati Malulu Tengah Nomor 07 Tahun 2009 
tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Kabupaten Maluku Tengah 
(Berita Daerah Tahun 2009 Nomnor 07; 

22. Peratran Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 [Berita Daerah Tahun 2016 
Nomor 268); 

MEMUTUSKAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAN 

NOMOR 34 TAHUN 2O17 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 

DAN PENETAPAN RINCAN DANA NEGERI/ NEGERT 

TENGAH TAHUN ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU 

ANGGARAN 2017. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah 
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten 
Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017{Berita Daerah Kabupaten 
Maluku Tengah Tahun 2017 Nomor 305) diubah sebagai berikut. 
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1. Ketentuan Pasal 9 diubah, schingga Pasa] berbunyi scbagai 

benikut: 

(1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif 
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN 
ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan 
perindahbukuan dan RKUD ke RKN. 

(2) Penyaluran Dana Negeni/Negeni Administratif 
sebageimana dimaksud pada ayat (I) dilakuan 

secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut 
a. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling 

lam bat bulan Juli sebesar 60% (enar puluh per 
seratust; dan 

b. tahap Il, paling cepat bulan Agustus scbcsar 40% 

(empat puluh per seratis] 
(3) Penyaluran dari RUD ke RKN Ailakcukan paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana 
Negeri/Negeri Administratif diterima di RKUD dengan 
ketentuan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri 
Administratif telah menyampaikan dokumen 
persyaratan penyaluran kepada Bupati 

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi 

scbagai berikutr 
Pasal 10 

(I) Penyaluran Dana Negeri/Negeni Administratif dari 
RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 
9 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima 
dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan 
sebagai berikut 
a. tahap I berupa: 

I. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun 
anggaran berjalan, 

2. Peraturan Bupati mengenar tata cara 
pembegian dan penetapan rincian Dana 
Negeri/Negeri Administratif setiap Ncgeri; 

3. Laporan realisasi penyaluran Dana 
Negeri/ Negeri Administratif tahun anggaran 
scbelumnya; dan 

4. Laporan konsolidasi realisasi pcnycrapan darn 
capaian output Dana Negeri/Negeri 
Administratif tahun anggaran sebelumnya, dan 

b. tahap II berupa 
I. Lapora realisasi pcnyaluran Dana 

Negeri/Negeri Administratif tahap r dan 
2.Laporan konsolidasi realisasi penyerapan an 

capaian output Dana Negeri/Negeri 
Administratif tahap I 

(2) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat [I) huruf a 
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() Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud 
pada ayat {l) huruf b, menunjukkan paling kurang 
e bear 90% (sembilan puluh persen) dari Dana 
Negeri/Negeri Administratif yang diterima di RKUD 
telah disalurkan ke RKN 

(5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian 
output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling 
kurang sebesar 75 % (tujuh puluh lira persen) dari 
Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima di 
RKUD dan rata-rata capaian output paling kurang 
sebesar 50 % (lira puluh persen) 

(6) Capaian output scbagairana dimaksud pada ayat (I) 
huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata 
persetase laporan capaian output dari seuruh Negeri. 

(7) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan 
dan capaian output scbagairana dimaksud pada ayat 
(I) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan 
tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, 
volume output, satuan output dan capaian output. 

angka berupa rekapitulasi peneriraan Peraturan 
Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan 
yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan kcpada Kepala KPPN sclaku 
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melahui 

Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik Dana Desa. 
(3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimnana 

diraksud pada ayat (I] huruf a angka 2, angka 3, 

angka 9 dan huruf b disamnpaikan olch Bupati kepada 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK isik dan 
Dana Dess 

3. Ketentuan Pasal I I  diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi 

sbagai berikut: 

Pasal II 
(l) Dokumen persyaratan penyaluran Dana 

Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksuad 
dalaum Pasal 10 disampaikan dalam bentuk dokumen 
fisik {hardcopyy dan/atau dokumen elektronik 
(softcopy)­ 

(2) Dokumen elektronik (softcopy) scbagimana dimaksud 
pada ayat (I) diolah melalui aplikasi yang disediakan 
oleh Dircktorat Jenderal Perbendaharaan, 
Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh 
petugas administrator aphikasi yang ditunjuk serta 
dibantu dari operator dari masing-masing Negcri saat 
menyarpaikan laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Negeri/Negeri Administratif. 
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4. Ketentuan Pasal 12 dibah, sehingga Pasal 12 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 12 
(I) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif 

dilakukan melalui proses pemindahbukuan dari 
RKUD ke RKN. 

f2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKN dilakukan 
paling ambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana 
Negeri/Negeri Administratf diterima di RKUD dengan 
tetap memenuhi persyaratan penyaluran Dana 
Negeri/Negeri Administratif scbagaimana diatur 
dalam Peraturan Bupati ini. 

(3) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif 
sec bagaimana dimaksud pada ayat (l] dilaksanakan 
setelah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri 
Administratif menyampaikan kepada Bupati dokumen 
persyaratan penyaluran dengan ketentuan srbagai 
berikut: 
a. tahap I, sebesar 60 % (enam puhuh per seratus) 

berupa; 
I. peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negeri/Negeri Administratif (APB Negeri/Negeri 
Administratif); dan 

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output Dana Negeri/Negeni Administratif 
tahun anggaran sebelumnya 

b. tahap II, sebesar 40 % (empat puluh per seratus) 
berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output Dana Negeri/Negeri tahap I 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaan output 
Dana Negeni/Negen Administratif tahap I 
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 
menunjukkan rata-rata rcalisasi penyerapan paling 
kurang sebesar 75 % (tujun puluh lima persen) dan 
rats-rota capaian output menunjukkan paling 
kurang scbesar 0 % {ima puluh persen) 

(5] Capaian output scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata 
persentase capaian output dari seluruh kegiatan. 

(6] Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output scbagaimana dimaksud pada ayat (3J 
huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan tabel 
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, ura1an 
output, volume output, cara pengadaan dan capaian 
output. (7) Laporan realisasi realisasi penyerapan dan capaian 
output Dana Negeri/Negeri Administratf tahap l 
sebag@imana dimaksud pada ayat {+) adalah laporan 
realisasi realisasi pcnyerapan dan capaian output 
°:/1.(efori/Negen Admm,stratif semester pertama 

t 
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5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi 

scbagai berikut: 

Pasal 20 
(l) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana 

Negeri/Negeni Administratif diutamakan dilakukan 
secara swakelola dengan mcnggunakan umber 
daya/bahan balru lokal, dan diupayakan dengan 
ebih banyak menycrap tenaga kerja dari masyarakat 
Negeri setempat 

(2) Kepala Pemerintah Negeni bertanggung jawab atas 
penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif. 

(3] Pererintah daerah dapat melakukan pendampingan 
atas penggunaan Dana Negeri/ Negeri Administratif 

(4] Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasa] 24 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 24 

I) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan persyaratan 
penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif 

sebagairpana dimaksud dalam pasal 10 ayat () huruaf 
b dan pasal I I  sampai dengan berakhirnya tahun 
anggaran, Dana Negeri/Negeri Administratif tidak 

dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Negeni/Negeri 
Administratif di RKUN . 

(2) Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUN 

scbagaimana diraksud pada ayat fl) tidak dapat 
disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

(3) Kcpala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dengan 
dikoordinasikan oleh Camat setempat renyampaiken 
la.poran realisasi pcnyerapan dan capaian output Dana 

Negeni/Negeni Administratif setiap tahap penyaluran 
kepada Bupati. 

(4] Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Negen/Negeri Administratif sebagaimana 

dimasud pada ayat (l) terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Negeri/Negeni Administratif tahun anggaran 

scbelumnya disampaikan paling lambat tanggal T 

Januari tahun anggaran berjalan, dan 
b. aporan realisas pcnyerapan dan capaian output 

Dana Negeri/Negeri Administratif tahap l 
disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun 

anggaran berialan. 
(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Administratif sebagaimana 
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dimaksud pada ayat [2) disusun sesuai dengan format 

sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II 
Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tida.k 

terpisahkan. 

(6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyarpaian 

la poran realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) 

7 Ketentuan Pasal 28 diubah, schingga asal 28 berbunyi 
sebagai berikut. 

Pasal 28 
(I) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Negeri/Negeri 

Administratif, apabila: 

a. Bupati bclum menerima dokumen persyaratan 

Dana Negeri/Negeri Administratif sebagpimana 
dimaksud dalam pasal 12 ayat (4] dan (5); 

b. terdapat Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di 
Rekening Kas Negen/Negeri Administratif tatun 

anggaran sebelumnnya lebih dani 30% (Liga puluh 

per scratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 

27; dan/atau 

c. terdapat reckomcndasi yang disampaikan oleh 

aparat pengawas fungsional daerah 
(2) Penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri 

Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l] 

huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana 
Negeri/Negeri Administratif tahap I tahun anggaran 

berjalan scbesar Sisa Dana iegeri/Negeri Administratif 

di RKN tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalarn hal sisa Dana DNegeri/Negeri Administratif di 

RKN Lahn anggaran scbcluamnya lebih bcsar dari 

jumlah Dana Negeri/Negeni Administratif yang akan 

disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana 

Negeri/Negeri Administratif tahap I tidak dilakukan. 

(4) Apabila sampai dengan minggu pertama bulan Juli 
tahun anggaran berjalan Sisa Dana Negeri/Neger 

Administratif di RKN tahun anggaran sebehmnya 

asih lebih besar dari 30% (tiga puluah per seratus), 
maka pcnyahuran Dana Negeri/ Negeri Administratif 
yang ditunda sebagaimana diraksud pada ayat (2) 

tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana 

Negeri/Negeri Administratif di RKUD. 
(5) Bupati melaporkan Dana Negeri/Negeri Administratif 

yang tidak disalurkan scbaggirana dimaksud pada 

ayat [3) dan ayat () kepada Kepald KPPN selaku KPA p7lr:/.r F;s,k d= D=a De=. 
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(6) Dana Negeri/Negeri Administratif yang tidak 
disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] tidak 

dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran 

berikutnya 

(7} Rekomendasi scbagaimana dimaksud pada ayat [l) huruf c disarpaikan oleh aparat pcngawas fungsional 
di dacrah dalam hal terdapat potcnsi atau telah terjadi 
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Ncgcri/Negeni Administratif. 

(8) Rekomendasi scbagaimana diraksud pada ayat (7 

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada 

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyalran 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat [2J 

8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi 
scbagai berikut: 

Pasal 29 
' 

(I) Bupati menyalurkan kcmbahi Dana Negeri/Negeri 

Administratif yang ditunda dalam hal. 
a. dolmen persyaratan penyaluran sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 28 ayat (I) huruf a telah 
ditcrima; 

b. sisa Dana Negeri di 
sebelmnya lurang dari 
dan 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 
daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Negeri/ Negeri 
Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 
ayat () berlangsung sampai dengan bulan berakhirnya 
ta.hun anggaran bcrjalan, Dana Ncgeri/Negeri 
Administratif tidak dapat disalurkan lag ke RKN dan 

menjadi sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di 
RKUD 

(3) Bupati mclaporkan sisa Dana Negeri/Negeri 
Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat {2) kepada Kepala KPPN Penyaluran DAK Fisik 
dan Dana Desa. 

() Bupati memberitahukan kepada Kepala Pererintah 
Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan 
mengenai Dana Negeri/Negeni Administratif yang 
ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3] selambat-lambatnya bulan November tahun 
anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam 
APB Negeri/Negeni Administratif tahun anggaran berikutnya 

(5) Bupati menganggarkan kembali Siso Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD sebagaimana 
dm;1!..t_ t ayat {2) <la.lam rancangan APBD tahun 

RKN tahun anggaran 
atau sarna derngan 30 %; 
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anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran Dana 
Negeri/ Negeri Administratif dani RKUD ke RKN 

(6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya 
scbagamana dimaksud pada ayat () tclah ditetapkan, 
Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD 
tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan 
peraturan daerah tentang Perubahan APBD, dengan 
cara renetapkan Peratran Kepala Dacrah tentang 
Perubahan Penjabaran APD dan memberitahukan 
kepada pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah. 

(7) Dalaurn ha Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di 
RKUD scbagaimana diraksud pada ayat (2) bchum 
disalurkan dari RUD ke RKN sampai akhir bulan 
Februari tahun anggaran berjalan, srsa Dana 
Negeri/Negeri Administratif terscbut diperhitungkan 
sebagai pengurang dalam penyaluran Dana 
Negeri/Negeri Administratif tahap I dar KUN e 

RKUD tahun anggaran berjalan 
(8) Dalam hal Negeri/ Negeri Administratif telah memenuhi 

persyaratan penyaluran scbelum minggu pertarna 
buan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati 
menyampaikan permintaan, penyaluran Sisa Dana 
Negeri/Negeri Administratif tahap I yang behum 
disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagairmana 
dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala KPPN selaku 
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling 
lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran 
berjalan. 

(9) Berdasarkan permintaan penyaluran Sisa Dana 
Negeri/Negeri Administratif dari Bupati scbagaimana 
dimaksud pada ayat (8), Kepala KPPN selaku' KPA 
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Dcsa menyalurkan 
Dana Negeri/ Negeri Administratif tahap I yang belum 
disalurkan darni RKUN kKe RKUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), paling lambat bulan Juli 
tahun anggaran berjalan 

(10) Dalam hal Bupati tidak menyarnpakan permintaan 
penyaluran sisa Dana Negeri/Negeni Administratif 
ahap I scbageimana dimaksud pada ayat (8), Dana 
Negeri/Negeri Administratif tahap I yang belum 
disalurkan dari RKUN ke RKN tahun anggaran berjalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (/), menjadi Sisa 
Anggaran Lebih pada RKUN. 

(11) Dalam ha} upati tidak menyampaikan pcrmintaan 
penyaluran sisa Dana Negeri/Negeni Administratif 
tahap II sebagairnana dimaksud pada pasal 10 ayat [1) 

huruf b dan pasal I] sampai dengan berakhirnya 
tahtun angaran, Dana NegeriNegeri Administratif 
tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Negeri/ Negeri 

Ad:;;�r RKUN 



• 

I­ 

( 1 2 )  Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak dapat 
disalurkan kembali pada tahun anggaran beriktnya. 

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi 

sebagai benikut: 
Pasa 30 

(I) Bupat mclakukan pcmotongan penyaluran Dana 
Negeri/Negeri Administratif dalam hal tetelah 
dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana 
Negeri/Negeri Administratif sebagaimana diraksud 
dalam Pasal 28 ayat (I) huruf b, masih terdapat Sisa 
Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN lebih dari 
30% (tiga puluh per seratus) 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Negeri/Negeri 
Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilakukan pada penyaluran Dana Negeri/Negeri 
Administratif tahun anggaran benikutnya. 

3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana 
Negeri/Negeni Administratif scbagamana dimaksud 
pada ayat (I) kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

Pasal I 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berta Daerah Kabupaten Maluku Tengah 

Ditetapkan di Masohi 
pada tanggal 9 0itctu, A\lp 

A4BUPAT MALUKU TENGAH, /k 

Diundangkan di Masohi 
pada tanggal 

; PLT. SEKRETARIS DAERAH 
(f KABUPATEN (ALUKU TENGAH, 

L ADUA 

RAKIB SAHUBAWA 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 

TAHUN 2017 NOMOR 3 4 7  



. . 

LAMP1RAN 

ERATUAN B1PATT MALUK TENA 

wOMOK ]% TAHUN 2017 

TENT NG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUTT MALUKU TENGAN 

MOR 3A4 AUN 2O1? TENTAANG TATA CAR PE4EAGIAN DAN 

PENETAPAN RINCIAN DANA EGERI/ NEGER! ADMINISTRATIF 

KABUPATEN AAA.UI TENGAN TANUN ANOGAAN 2OT 

' 
FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA NEGER 

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA NEGERI 

TAHAP..........,TAHUN ANGGARAN ....­ 

PEMERINTAH NEGER .. 
. .................. 

KECAMAATAN _ . . o o o o o o o o o o . s o  

KABUPATEN MALUKU TENGAH 

Pagu Megeri Rp 

ODE URAIAN VOLUME CARA 
AN GGARAN 

% CAPAIAN 
RET URAIAN 

OUTPUT PEN GAD AAN 
REALISAST SIA 

REKEN1NG OUTPUT OUTPUT 

• . 

1. • ND 

.. 

1. 2  Pendapatan Transfer 
1 2  l  Dana Desa 

TAHAP PERTAMA 
-- TAHAP KEDUA 

JMLAH PENDAPATAN 

2 BELANJA BAN TUAN KE DESA A 

2.1 Bidang Penyelenggarasn Pc merintahar 

2 1  
'  

Kegatan .. 
. . .  .  . . .  

2 1 2  Kegiatan ............... 

2 1 3  dst . . . .  .  . . . . . . . . . . .  

2.2 idang Pelaksandan Pembagan Desa 
2 2  

'  
Perbaikan Saluran ngas 

2 2 2  Pengasalan Jalan Desa 
dst ................ 

2.3 Bidang Pemberdaytan Masyaralat 



2. 3. 1  eg.atan . . . . . .  

2. 3 2  Kegatan 
. ... .............. 

2. 3. 3  dst 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
4 l  Kegiatan 

....... 

2 4 2  Kegatan 
... .......... 

2.s Bidang Tak Terduga 
' 2 4.  Kegatan 

................... 

2 4. 2  Kegiatan 
. . . . . .  

JU  MLAH BELAN.JA 

3 PEMBLAYAAN 
3.2 Pengelnaren Pebiaen 
3. 2 2  Penvcrtaan Modal Desa 

- Modal Awa 
- Pengembangan Usaha 

dst 

JUMLAH PEMBLAYAAN 

JU ML AH 

L (PENDAPATAN-BELAN JA-PEMBLAYAA 

(Negeri), (targga)), +bulan), (tahun) 
Disctujui oleh, 

BENDAHARA NEGERI epala Pemerintah Negeri 

I I t- . . • .  I  



PETUNJUK PENGISIAN 

. - 

KOLOM UAJAN 

2 Kolom 2 diisi dengan rincian kcgietan sctiap bidang 
3 , Kolo 3 «diisi dengan uraa ouput kegiatan . , 

. • 
4 Kola 4 diisi dengan volume output 
5 Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran 
6 Kolo 6 dus dengan jy l ah  vealisarsi 
7 Kolom dns dengan selisih antarn anggaran dan realisasn 
8 Kolom 8 diisi dengan prosentase cnapaian output dengan membagi jmah yang telah terlaksana dengan volume output 

a Kegatan Pembangunan/Pereliharaar./Pengembangan Fisik dihitung sesa perkembangan penyelesaian fiik di lapa@a dan foto 
b Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara 

. Penyclsaian Keras Kerja/Kerangka Acan Kcrja yang meruat totar belakang, 4j.an, lokasi, target, aasaran, dan anggaran 
scbesar 30 % 

. Undangan pelaksanaau kcgiaten, daftar pcscrta pelatihas den kanfirmas pengajar scbecsar 5% 

. Kegiatan telah terlaksana sebesar 80 %. 

. Laporaun pclaksea kegiatan dan foto sebese 109 %. 

9 Kolom 9 diisi dengan keterangan misalberapa output yang telah terlaksama [kuantitasj 

.. 
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LAM PRA L 

PERATURAN BUPAT MALLJKU TENGAH 

NOOR AHN 20IT 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATT MALUKIJ TENGAN 

NONOR 34 TAHUN 2QT TENTANG TATA CARA PEMBAGAN DAN 

PENETAPAN RINCAN DANA NEGER /NEGER ADMINISTRATIF 

ABUPATEN MALLKU TENGA TAHUN ANGGARAN 2IT 

FORMAT TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URALAN OUTUT, VOLUME OUTPUT, 

SATUAN OUTPUT DAN CAPAIAN OUTPUT 

BIDANG PEMBANGUNAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Bang Rincian [idang egiatau Sifat egiatau 
Cara 

Uraian Output 
Sata 

Pegadaan Ou1pt 

Penbangunan Pengadaan, pembangunan, rumah sehat untuk fakir Pebanguan/Pemnelihara.an Swakelola/ Rmah Schat unit 

pongembangandan perelihara.an a.ska /Pengembagan Kontrak 
saran.a dan prasarana lingkungan «elokan embangan,emehharaan Sakelolaf Selokcart peter 
penrira yPengembangan Konrak 

tpat perbuan.gan Pegbanguan/PeneLihar a.an Swakelola/ Tempat Pembuangan rt 

sapah Pengembangan 
. 

Kontak San pah 

gerobek sap.ah Pebangran/ereliharaan Swakelola/ Gerobak Sarp.ah ut 

Pengembangan Kontrak 

kendaraau pen.gangkuat Peuobanguan/ PeeneLiharau Swakeloaf Kendaraa Peng«gkeut unit 

sat pah /Pengembang.an Kontrak Sappah 

roe sin pergolah sampah Pecobangunan/Pereliharaan Swakelola/ Mesin Pengolah Sappah urt 

Pengembangan Kontake 

Lain- lain  tsebutkani erbangunan/eenelihara.an Swake\oaf Lasin-lain (sebutkanj ut 

Pengembangan Kontrak 

Pengadaan, pembangunan, tambatan perah Pembangunan/ Peeliharaan Swakelola/ tam batan perah urt 

pengombangan dan pomeliharan Pengerbanga Kontrak 
saura1a praus.aura.a ta.nsp0ta.S Malan Desa Pechangtuna/ Pesnelihara.an Swakelola/ ajan Desa meter 

/Pengermbangan Kontake 

Jala Perukiran Perbangina/Pemeliharaan Swalelola Jalan Pe tukiran meter 
[Pengembanga ontra.k 

t­ 



Bidong Riecian Bidang Kegiatan 
Cara Satu an 

Sifat Kegiatan 
Pergadaar 

Urzua Output 
Output 

Jemnbatan Des.a embangunan /Perelihara.an Swakclolaf Jembatan De.sa meter 
/Pengebangan Kontrak 

Gorong-Gorong Peebagunan fPemeLihar aan Swakelolaf Gorong-Gorong meter 
Pengembangan Kontradk 

Termnad Desa eebangunae/PereLiharaan Sake lolaf Traina Dea uru 

fPengenbangan Kontak 
- 

I 
Lan-lauin (see butkae) Peebuangua /Pere[iaraas Swakclolaf Lain-lain fsebutkcanj satua 

Pengemban8an Ont a 

engadaan, embangunan, pembangkit Bistrik ten&ea Peebanguran/Perelihaura.an Swakelola per ban1gkit Listrik watt 

pengembangan dan pemeliharaan tirohidro fee.pagan Kontrak tenaga ikrahidro 
sarana dan prasarana neng pembangkit bistrik tenag.a PeebeangnafPeeeliharan Sakelolaf pembangkit Listrik watt 

diesel f m b a n an  Kontrak ttr desel 

pembangkit listrik tend, Peebanguan/Pereliharaan Swake lolaf perbagkit Listnik watt 

tat aha /Pe ebar au Kortak ten a matahari 
instalasi biog.as Peebeagunoun fPerelihaura.au Swake lolaf instalasi biogas urut 

/Pe Kbntake 
jaring.an distribugi Pee banguran/Pereliharaan Sakelolaf jangan distribusi watt 

tenaga listrike Pengem bangan Kontrak tenaga Listnik 

Lain-lain [sebatkan) Peebaogunan Perclihzraa Swakclola Lain-lein (sebutkany aNun 

re tr au Kontak 
Pengadaan, peebangunan, jarirgAun internet untuk esbanguna /Perelihrsan Swakelolaf jarnga internet untuk urat 

penanfaatan dan pemeliharaan Desa /Pee (heron Kontrak wagaDesa 
saran.a dac prasaana informs.i Website Lesa esbangunan /Perclihare.an Swalclola, Website Dcsa rt 

dan korunikasi /egeephegan Kontrak 

peralatan pngeras sara Pesbaguna /Perelihar aa Swakelolaf peralata pen@eras urt 

[loudspeaker] /Pegerbangan Kontrak suara foudspeaker) 

telepo uout PesbagurnanPerelihara.an Swake lola tele pon um um ut 

[Pere ban.gan Kontrak 

Radio Single Side Band Pesbagunan/PemeLiharace Swakelola Radio Single Side Band unut 

e, Pe, emt au Kontrak ($$BJ 

Lain-lain [se butkan) Pesbangunan/Pereliha.raan Swake lolaf Lain-loin {se butkan] oaan 

[Pe 0 l Kontak 



Bitacg Rincian Bidang 
Cara 

Uraian Output 
Satuan 

Kegiatan Sifa kKegiatan Pee gadaan Output 

Pengalaaan, perhagunae, Air hersih berskala Deca Per hanguna /PereLi haraan Swakelalaf Air bersih berskala Des.a urt 

peragurbangat da petuebihare fPeugembangan Ko.ntrad 
saran.a paSa.au kesehatan Saritaesi Lingkungan Perbangunae/Petgeliharaan Sakelolaf Samitasi irpknga mt 

/Pengembangan Kontrak 

Jaarbeuisasi eabangnan/Pemeiharau Swakelola/ Jar ban sast unit 

[Pengerbangan Kontra.k 

Madi,Cuci, Kaku.s pee bangunan /Peenelih.aeraa.n Swakelolaf Mandi, Cuti, Ka1us uut 

(MK fengembangan Kontrak (MCK, 

obufkapied motor utuk Peenbaran /Peenelihara.au Swakclola/ mob~/kapal rotor nut 

ambulance Desa Pengembangan Krurak untuak ambulance Desa 
. 

ala bantua penyandang pee bagtuna /Pemeliar aaun Swakelolaf alat bantu penyandang urt 

disabilitas engem.bang.an Kantrak disabi]itas 

pauirehaurlitas ebagunan/Peebibar aau Swakelola pati rehabilitasi urut 

penyandang disabilitas fPengembangan Kontrak penyandang disabilitas 

poliklinik/ bala Perbagunan Pemeliharaan Swakelola/ poiklirik/balai unut 

pengobatan Pengembapgan Kantrale pengobatan 

posyaundu Pembangunan / Pereliharaan Swakelola/ posyandu urt 

fPeager bangau Kontra.k 

pen.ahahan ruang Per bang nan/Pemeliharaan Swakelola/ penanbahan rang umit 

rawat unapposkesdes fPengembangan Kon~rak raat inap poskesdes 

(posyandu [posyandu 

apung/perahu] apug/peraha) 

pengadaan taba.han Per baguanan/Penelihara.an Swakelola/ pengadaan tam bah.an ult 

peralatakesehata Pengerbagan Kontrak peralatan lese hatan 

emergency poskedes emergency poskedes 

Lain-lain (se butk an] Perbanguran/Perelihara.an Swakelola/ Lain-lain (sebatk au sat1an 

[Pengembangan Kontrak 

Pergadaan, pembangunan aa bacaan embangunan/PecueLihara.au Swa.kelolaf taman bacaan urt 

pen@embangan dan pemeLiharea aswarau.at Pengerbangan Kontrak ooasyarack.at 

saran.a pa-a a.a pedidikan daun 

kebudayaan 

KL 



Bidacg incian Bidang Kegiatan Sift kegiat an 
Cara 

Uraian Output 
Satan 

Pegadaan Outet 
bangunan PAUD Pembagunan PeeeLiharaa Swakelola/ bangunan PAUD urut 

Pergembapga Kotrak 

hkeu dan perelatan Peebanguoa /Perseclihara.an Swakxelola/ buku dan peradatan rut 

bclajar PAUD LAinya /Pengembangan Kontrak belajar PAUD tinnya 
f wehaea perm.anan auna ferbagnasnPeoelihara.au Swake loaf wahana ;drain.an oak ut 

' 
di PAUD /Pengembangan Kontrak d PAUD 

taman belajar Peshangunan/Peseliharaa Swakelolaf taran belajar unut 

eagamaa fPegem bangau Kontrale ke.agaraaur 

baggunan perpustakaan ebangunan/Pemeliharaan Swakcelolaf angunan perpuastakaan unut 
Desa /Pengembangan Kontak Desa 

' 
boeofbaha hacauen Pembangnan fPeeneliharaan Sakelolaf bukcufbahan bacaan rt 

fPengembangau Kontrak 

balai pelatihen /kegiatau Pebangunan/PeecLihara.an Swakelola balai pelatiha/kegiatan art 
belajar masyarakat /Pengembangan Kontrak belajar massyarakat 

sanggar seri Pebangunan fPe eeLihcra.an Swakelolaf pang.gar sen rut 
/Pengemban.ga Kontrak 

flo dokunenter Pegbagrag/Pegeelihara.an Swakclola film dourenter unit 
/Pengem bang%on Kontrak 

peralatan kesenian PeabanguanfPemeliharaan Swakelola/ peralatan kesenian urt 
'Pengerbangan Kontrak 

amphitheater di ruang PembangunanPemeliharaan Swakelola amphitheater di nuang t 
publik pantai /Pengembangeon Kon.ta pubLik pantai 

fasilitas penunjang acara Penbangunag'Pegelih.gr a.an Swakebola/ fasilitas penanjang unut 
tradisi sedekah Laut fengem bang8an Kontrak acaratradis sedekah 

laut" 

Lair-lain fse butkan] Peen bangunan Peneliharaan Sakelolaf Lain-lain (se butkan) satac 
[Pengeu bangan Kontrak 



Kegpiata 
Cara 

Uraian Output 
Satuan 

Bidang Rincian Bidang Sifat Kegiatan 
Pengadaan Output 

Pengadaan, per bangunan, beadangan beers.kala Pebangunan /Pemelihar aan Swakelolaf bendungan berskala ut 
pengerbangan dan pereliharden kecil 'Pengemban&an Kontrak kecil 
saran.a prasarana produksi usaha 
pertanuan untuk keta.hanan pangaon 
da.n saha per'arian berska I 
prodktif yang difokuskan pada i 

kebijakan satu Desa satu produk ' ' ggulan ' 

' ' per bangunan atau Perbangunan /Pemelihar aan Swakelola/ embung an/atau urut 
perbaikan er bung /Penigembangan Kontrak sister pengairan 
dan/atau sister 

pengaran 

irigasi Des Pee banguna / Peselihara.an Swakelola/ irigasi Desa meter 

[Pengembangan Kontrak 

percetak.a la.han Pernbagreen /PeeneLihar aac Swake loaf lahasn pertania a2 
pertaian /Pengembangan Kontrak 

kola ikan Pembaguna /Pernelihzraan Swakelola/ kola ikan mo2 

Pengembangan Kontrale 

kapal penangkap ikan Pen bangunan /Pecciharaan Swakelola/ kapal penangkap ukan unit 
Pengem bang.an Kontrak 

terpat pendaratan kapad Peebaguan/Perelihren Swakelolaf terpat pendartar rut 

penangap ukan fPengembangan Kontrak kapal penangRap ikan 

tag beak gau au. eabanguran/Peeeliharaa Sakelolaf tao beak gar au m? 

[Pengembangan Kontrak 

kandang tern.alt ebangunap/Pegelihara.an Swakcolaf andang ternak Lunt 

[Pengerbangan Kontrake 

mesin pakan ternak Per bangunan /Pemeliharan Swakelola mesin pakan ternak unit 

[Peagerbega Kontrak 

gudang penyimpanan Peabangunan/Petelihraan Swakelola/ gudang penyinpanan nut 

s.a aa po4du.k.sf [Pergerban.gan Kantrakc sarana produksi 
pertanian (seeprota , 

pertanan (seprotan] 

K4 f 



Rincian Bidang Kegiatan 
Cara Satu.an 

Bidang Sift Kegiaan 
Pergadaar 

Lraan Output 
Output 

pusat budidaya, Per bangunan /Pezelihara.an Swakelolaf pusat budidaya, rut 
per berihan dan /Pengembangan Kontrake pembenihan dan 
keraroba ik.an kerap, keramba Lan kerap, 
konservasirukik penyu konservasi tukik peny 
dan karaonseareef dan karang/scarecf 

, 

rehabilitasi pasa ilan Pembengan /Hemelihara.an Swakelola" pasar ikeu urt 

fengembangan Kontrak 

Lain-lauin fse butkan) Perubangunan /Pegeliharan S%wakelolaf Laun- lain  (scbutka) a.tan 

/Pengembangan Kontra 

Pengadaan, pembanguan, pengenngea hasil embangunan /Pemeliharaan Sawakclola/ pengeringan hash unt 
petanfaatan dan pemeliharaan pertaiaseperti. lancad /Pengeban&an Kontrak pertanin seperti. lanta 
saraa da prasac ana pengolaha jemur gabah, jagung, jerur gabah, jagang, 
basil pertanian toke etahanan kepi, coklat, kopra da kopi, collat, kopra dan 
pangan dan usaha pertaian yang temnpat peoemouran ian tepat penjemuran ikan 
difokuskan pada kebujakan satu 
Desa satu produk ngggu le 

hum bung Desa Peebangunan Pereliharaan Swakeolaf lubung Desa rt 

fPengembangan Kontrak 

gudang pendingn (cold Pembangunan Pemcliharaan Swakelola/ gudang pendingin +cold urut 
storage) fPengembasan Kontrak storage] 

Lain-lain [sebutkan) Pen anguna/Pereliharaan Swakelola f Lain-lain (sebutkan) urt 

Pengerbacngan Kontrak 

egadaan, pembangunan, mesin jahit eebangunan/Percliharan Swakclola mcsin jahit unnt 

penanfaatan dan pemelharaan fPengembangan Kontrak 
saran dau prasaranaaJa dan peralatan bengel Pembangunan/Pereliharaan Swakelola peralatan bengel umt 
industriecil yang difokuskan paha 

kendaaan benrotor /Pengembangon Kontrak endaraan berm0tor 
kebijakc.an satu Dess satu produke 

res bubut untul Peebargunae /Perelihara.aunt Swakelola mesin bu but untuk unggulan urt 

cebeler Pergerbanan ontrak mebeler 

lainnya (scbutkanj Pesbangunan/Peelibaraan Swakelola/ ainya (sebutkan) sat 

[Pengerbangan Kontrak 
, 

0 



Rincian Bidang Kegiatan 
Cara 

Uraian Output 
Satuan 

Bidang Sifat Kegiatan 
Pen.gadaa Otpat 

Pergadaan, perbangunan, pasar Dcsa Pembangunan/ Perelihara.an Swakelolaf pasar Desa pt 

pomandaatan dan pemeliharacn [Pengembungan Kontrake 

saraa dan prasarana perasar an 
Pegulagunae /Perclila aa Swakeloaf unut 

yang difokuskan pada kebijaken esear sarur pasars4yr 

satu Desa satu produk unggulan /Pengembangan Kontrak 

pas.a hewan Pesbanguna /Perelihara.an Swakelolaf pasar hewan urt 

/Pengembangan Kontrakt 

tem pat pelelagan iken Peabangum.an/Pemeliharaan Swakcelola/ tempat pelelangan ian urit 

/Pengembangan Kotur.a.k 

to.lo onbne eebaengunau/Perelihara.an Swakelola/ oko online urt 

/Fenger bangan Kontrak 

gudang bareg Peubacrguran/Peelihara.an Swakelola gudang barans unut 

fPegem bagan Kontrak 

Lan-lain (sebutkan ebangunan/emelibar aa Swrake±ola Lain-laun (se butkan] $au8an 

/Pengecbangan Kon~rake 

engadaan, pembanganan, pondok wisat.a Perhagunan / Pemeiharaan Swakelola pondok wisata unit 

penanfatau dau pemeliharaa.n Peager bang30 Kontrak 
sarana dan prasarana Desa Wisata 

panggung hiburan Pembanguanan/ Pemeliharaan Swakelola panging hibran urt 

fPengembangan Kantrak 

kioscenderarata Pecbang'unan /Pesneliharaan Swakelola/ kios cenderarata unt 

'Pengembangan Kontrak 

kios wag maan erebaguan/Peete.Li hara.an Swakelola/ ios warug makan Lunt 

fPengembangan Kontrak 

wahaa perrainan aak Peabanguan/Percliharaun Swaeclolaf waha peroenaen aunak nut 

/Pengembangan Kontrak 

wa.haa peroan.a Pembagunan/Pecelibar aan Swakelola/ wahana permainan urut 

outbound /Pengem bangan Kntrak outbound 

aan rekreasi Peabangunan /Peebiharan Swakelola/ taan tekreasi urt 
/Pengerbangan Kontrek 

tempat penjualan tiket Peebagunan/Pezelihara.an Swake bola/ tepat penjualan tiket urt 

/Pengembangan Kortrak 

rah pengunapan Peebangunan/Peseliha aau Swakelolaf rumah penginapa nut 

/Pengerbangan Kontrak 
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Bidang Rincian Bidang Kegiat.aun 
Cara 

Uraia Output 
8a0an 

Sift kKegiatan 
Pengadaan Outpuu 

angtan wis.ata Perbangunan/Pemeliharaau Swakelola angkutan wisata tut 

/Pergerbangan Kantral 

pemebiharaau Peebangtuna/Pemeuiharaan Swakelola/ pemeliharaan meter 

ggpath track Pengembangan Kontrak joggingpath rock 

ws.ataw.au wratawa 

ten bo.k lat kKawas.aon ebangunae Pemciiharacan Swakelolaf terbak Laut kawasan meter 

wisata laud /Pengembangan hontrake wisata lat 

Lan- lain tse but kan] Pembangnan/Pemehiharaan Swakelolaf Lain-lain (sebutk ant satu.an 

Pengembangan Kootrak 

Pergadaan, perhangnan, penggilingan padi Pee bangunan/Pemelihera Swakelola/ penggilingan padi rut 

pemanfaatan dan pemeliharaan [Pengembangan Kontrake 
es6or, els ore«roe-Leed 

peraut kelap@ eebangunan/Pereliharaan Swakelolad peraut kelapa t 

Pengeobangon Kontake 

penepumg bii bijiaon Peebangunan /PeeeLiharaan Sakelola/ pcncpung bijibijian urt 

/Pengembargan Kontrak 

pencacah pakan tennak Pembangunan/ Pemeliharaan Swakcelolaf pencacah paken tertak rut 

Pegerbaungan Kortnak 

sagas kepi Pecabanguna/Peenelibar aan Swakelola sargrad kop unut 

/Pengembangan Konteake 

perotong pengiris buah eehangunaen/Peeliharaaun Swake lola/ pemotong/ peogiuris bah unit 

dan Sara /Pengembangan Kontrakr da say9ran 

pomp.aa Penbenguran /Pesnclihare.an Swakclola popa cur rt 

[Pengembangan Kontrak 

trakor tin Petagunan/Pee[ihara.an Swakelola/ Lrak tor on urut 

fPegem hang.an Kontrak 

Lain-lain tse butkan] Pembagunan/Pemclharaan Swakelola/ Lain-lain fsebutkanj satu.au 

fPengerbang.an Kontrek 

Pergadaan perbangunan, per hatn terseeing Pembangunan/Pere[ihara.an Swakelola/ per buatan terasering c 

pengembangan dan peneliharaan /Pengembanga Kontrak 

sarara prasurana 1nuk pelestariau 
kola untuk mata aur Pembagunan/emcliharaa Swakelola/ kolam uantuk mata air m 

rkuga huduap 
/Pege gbangan Kontak 
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Rncia Bidang 
Cara 

traian Output 
Satuau 

Bidung Kegiatan Sifat kegiatan 
Pengada.an Output 

plesengan sunga Mebanguan/ Perelihara.an Swakelolaf plesengan sung@ mo2 

/Pengerbangan Kornurale 

pencrgaha abrasi Pem hangnan/Pereliharaan Swakelola/ pencegahan abrasi m2 

putai Peugerbargau Kontra pant 
, 

Pengcn bangancenaa Perbonenan/eraebi hara.an Swakelola,f Perger bangan cerara po hon ,' 
, 

aunt dan [Pengembangan K0ntr ak aut dan 

per bibitan/ penanatan pert hitan/ penanaman 

baka bak au 

aan.a pra.sacra.na Peabagunan/Pemeliharaan Swakelola/ saran.a prasaran%at unit 

pengelolaan sampah fPengembangan ontake pengelolaan sampah 

terpadu bagi rumah erpadu bagi rumah 
tan@gga dan kat.son tangga dan kawasan 

wisala watd 

La-lain tsebutkca] ebanguan/ eceliharaan wakelolaf Lain-lain (scbutkan] satuan 

fPegerbangan Kon1rat 

Peegadaan, pembangunan, pembargunan salan Pembangrant Pernelihara.an Swakelolaf pcmbanguanan jalar meter 

pengembangan dan perclihuar aaun evakuasi dead~r been.aa /Pengembangan Kontrak cvakuasi dadau bencane 

saran.a prasarana untuk guung berapi guanng berap 

penanggulangan bencana alaro 
da/atau kejadian huar biasa 

pembangnan gedung Pesbanguanan/PeseLiharaan Swakelolaf per bangunan gedun rt 

ainnya 
pengungsan [Pengerbangan Konura.k penguurgstar 

pembersihan lingingan Per banguna/Perelihraan Swakelolaf pembersihan lingkungan urt 

perah.a yang terkens [Pengerbangan Konurak perurahan yang 
benan.a ala0 terkena bencana alard 

rehab~llitasi dan Peebangunan/Peerelihara.an swakelola rehabillitasi dan ml 

rekonstruksi ling\gen [Pengembangan Kontrak rekonstruksi lingkungan 
perurathan yang terken%a perumahas yang 

bencans alan terkena bencana alam 

Lan lain ts betkaj Pe hanguaa/Pereliharaan Swakelola/ Lain-lain [sebu tan) sat0a 

/Pense ontra.k 
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Cara Satan 
Bidang incian Bidang Kegiatan Sifat kKegiatan 

engadaan 
Uraian Output 

Op 

Catatan ] Cara pentbisan norenklatur kegiatan adalah sifat kegiatan-kegiatan 

Contgh. Pembargunan jalan Desa, pereliharaan pomp.a air,dest 

2 Nomenklatur kegiatan menyesuakan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan renteri desa atau nama lain yang umum 

' 



Bidang incian Bdang Kegatan Cana engadaan Uraian Output Satua Output 

Peberday aan Dukungan kcgiatan ckonori be.ik Pendirian/pengembangan BUM Penyertaan Modal BUM Desa Urit 

Masyarakat Yang dikembangkan oleh BUM Dea/BUM Desa Bersama Modal Awal Rupiah 
Desa /BUM Desa Bersame 

Pengembangan BUM Desa [BUM enyertan Mod al Jumlah penyertaan modal yang Rupiah 
Desa Bersama dibenikan 

Pengembagun ursaha perdegangan± Penyertaan Modal Jumlah penyertaan modal yang Rupiah 
yang dikelola oleh BUM Desa /BUM dibenikan 
Desa Bergara 

Pengembangan kerjasam.a enyertag Model Jumlah penyertaan modal yang Rupiah 

perdagangan antar BUM Desa diberikan 

• 
Pengembangan bisnis dan enertaan Modal Jumlah penyertan modal yang Rupiah 
penetaen kelayak.an BUM Desea dan diberikz 

BUM Dea Bersama 

petatihan fajemen usaha BUM Swa.kelola/ihak Ketige Jumlah peserta yang terlatih org 

Desa/BUM Desa Bersama 

Pelathan manajemen perencanaan wakeiol /Pihak Ketiga Jumlah peserta yang terlatih 0rg 
bisis delam pengelolas BUM 
Desa/BUM Desa Bersams 

. 

Pelathan kewirausah~an De.sa Swakelola/ Pihak Ketiga Jurla.h peserta yang terlatih org 
untuk peruda 

atuan Pergodada Swakelola / Piha Ketiga Jurla.h modal yang diberikan Rupiah 

Menigkatkan penyertaan modal di Swakelola / Pha Ketige Jumlah penyertaan modal yang Rupiah 
UM Des/BUM Desa Bersarn.a diberian 

Workshop Business Han wakelola/ Fiha.k Ketiga Jurlah peserts yang mcngikuti 0rg 
workshop 

[vestasiusaha ekonoeni kerjersend Swakclolay Pak Kctiga Mula.h penyertaash toll yurtg Rupiah 
BUM Des diberkan 

. Lain-lain (Se bu tkanl Swakelola/ Piha.k Ktiga Lain-lain {Sebutkan) satuan 



• 
Bidang Rincian Bidang Kega.tan Cara Pengadaan Uraan Output Satuan Output 

Peningkatan kapasitas pelak elatihan -pertaman organ.k Swakelola/ Phak Ketiga Jumlah peserta yang teratih 0rg 
usaha ekonomi Desa melaui 
pelatihan dan permagangan Pelatihan penggunaan sarana Swalelolay iha.k Ketiga Jumlah peserta yang terlatih 0rg 

prasaran.a produksi pertanian dan 
usaha ekonoa lainny.a 

' 
Lain-lain [Sebutkan] Swakelola Phak Ketiga au-lain [Sebutkan] sauar 

Bantuan peningatan kapesitas Pelatihan peningkatan kualtas Swakelola /Pihak Ketigs humlah peserta yang terlatih or 

untuk program dan ketaha.nan mu#yawauah/rem bug wago antue 
po.ngan.Desa merglungskan kembali tradisi 

lubung padi/hasil pertanien 
aunnye 

Pelatihan pengolahan dan Swakelola /Phak Ketiga Jumlah peserta yang terlatih 0rg 

pereran hasil pertaian da 

usaha ekonomi ladnya 

Musyware.h /rem bug wanga untuk Sawake bola/ iha.k Ketiga Terselenggaranya fe 

mengfungsikan kebali tradii musyswarah/rembug warga 

humbung padi/has pertanian 
lainnya 

Pelatihan teknologi te pat guns Swa.kclola ' Pihak kKetiga Jumle.h peserta yang terlatih 0ng 

pengolaha dan penyimpanan 

bah.an pagan hagl pertarian 

Lain-lain iSebutkaoJ Sawakelola [Lhk Ketiga Lain-lain (Sebutkan) sat Lan 

Pengorganisasian masyarakat, Pelatihan Paralegal Des Swakelola /Pihak Ketigg Jumlah peserta yang terlatih org 
fasilitssi, bantuan hukcur 
asyarakat dan pelathe Pelatihan penyelesaian media.sf Swakelol 'ihak Ketiga Jumah peserta yang terlatth or 
paralegal di Des ogketa hukumn berkautan 

pergelolaan aset Desa serta 
penyipagan penggunaaun 

keuargan da aset Desa 

N{ 4 



Bidang Rincian Bidang Kegiatan Car Pengadaan Uraan Output Saruan Outptt 

Lain-lain [Scbutanj Swckelola / Rihak Ketig Lain-lain (Sebutkan satuan 

Sosialisasi dan edukasi kesehatan Sogiglisasi ancaan penyakit di Swakelola /Pihak Ketiga Jumlah peserta yang mengikutr 0g 

Desa sos18lish$i 

' Edukasi geraksn hidop bersih dan Swake lola /Pi.hake Ketigo Jumhlah peserta yang or@. 

sehat di Desa tendukasi 

Lain -lain (Sebutkasrj Sawakclola /Phak Ketiga Lain- lain  {Sebutkanj org 

Peningkatan investasi ekonami Desa Pelatihen pengolahuann bah.a Swakelota /Phak Ketig Judah peserta yang terlatih 
melalui pengadaan, pengembangan pagan 

tau bantuan alat-alat produksi, Per bentukan pos pelayan.an Swakelola /Pihake Ketiga Dibentuknya pos pelayanan Unit 

perm.odalan, pema saran dan eknologi perDesa.an untuk teknolog 
peningkatan kapasitas melalui penerapa teknologi tepat una 

pelatihan dan pemagangan pengolahen has/ pertaian 
aooaoan pagan 

' 

Pergadaan induk sapi dan Swakclola/ Pihak Ketiga Tersedianya induk sap dan Unit 

inseminsi buatau yang dikelola insemingsi buatan 

oleh gabugan kelompok tani 
. 

Pneran hasil produkoi Swakelola[Pihak Ketig Terselenggaranya pameran frk 

pengeolehan tanaa pang.n 

Pelatihan e-marketing dan Swakclola ihAk Ketiga Jumlah peserta yang terlatih frk 
. 

pembuatan website untuk 
perasaran basil produksi 
pertanian 

Peatihan benih kerapu, tuakik dan Swakelola/ Fiha.k Ketiga Jumah peserta yang terlatih frk 
budidaa cemars lat den baka 

Peletihan kerainan tangan Swakelola 'Pihak Ketiga Jumlah peserta yang terlatih Irk 
berbahan beau lim bah lat tkerang 
kayu, bakau, dan cerara laut} 

M # 



Bidang Rincia idang Kegiutan Cara Pengadaar Uraian Outpuf Satuan Output 

Pelathan kuliner din Swakelola/ Pak Ketiga umlah peserta yang terlatih org 
pen@embangan makanan lokcal 
scbagal kmoditas strategi ekonomi 
wisata 

Peletihan membuat barang-barang Swaketola' Pih.ak Ketiga Jumlah peserta yang terlatit 0rg 
kerajnan berbaha bakau lokal 
fsabut kelapa, tempurung klapa, 
topeng/ukran kayu, anyaman 
bambu/dean di] 

elatihan tentaung hak-he.k wakclola/ ihack Ketiga Jurlah peserta yeug terlatin org 
perbruhan kerjasauna desa dengan 
persahaan 

Haar produk kerajinan Swakelola/Pihak Ketiga Terselenggaranya bazar frk 
tangan/ produk industri runab 
tau@8 

Lain-lain [Sebutkanj Swakelola /Pihak Ketiga Lain-lain [Sebutan) $atan 

Promosi dan edukasi keschatan Sosialisasi dampak negatif papuk Swakelola/ Rihak Ketiga Jumlah peserta yang mengikut org 
masyarakat serta geraken hidup kimia terhadapkescha tan mnanus4 so9iahsai 

bersih dan sehet 

Festival makanan olahan hasil laut Swakelola/ Pihak Ketiga Terselenggaranya festival frk 

Lomba mnehuiis/merulis keinda.han Swakelolt/Pak Ketiga Jumah peserta yang mengikuti org 
ala dan bidup bersih dan sehat om ba 
aak pant.au 

Lain -lain (Sebu tkan] Swakelola [PIhk Ketiga Lain-lain [Se but.kt) sat 

, 
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Bidang ician Bidang Kegiat.an Cara Pergadaan Uraian Output Satuan Output 

Peningkatan kapasitas keompok Pelatihan pemarufaatan lirbah Swadelola/ hak Ketiga Jumah peserta yang terlatih 0rg 

masyaurak.at ntuk energt orgauk rurah tangg.a dan 

terbarukan da pelestarian pertanian serta lirbah peternakan 

igkungan hid up untuk energi bi0gas 
, 

Percontohan instalai da 
. 

Swaketota Pihak Ketagat hmlah perontoha instalas nut 

pusat/rang bclajar teknologi yang tersedia 

tepat gun@ 

elathan pengelolaan tanaman Swakelota/ iha.k Ketiga Jumlah peserta yang terlatih 0rg 
geloiter huta untuk onervasi 

dan tambahuan pendapatan 

Pembibita tanaman produktif Swakelola /Pihak Ke tiga fesedianya bibit tanaman Unit 

sekitar utan daun instalai produkrtif 

perconto.ha 

Laun- lain [Sebutkan) Swakelola/ Pih.ak Ketiga lain-lain [Sebutkan] a.tau 
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• Bidaug Rincian Bidang Kegatan Cara engadaan Uraian Output Satuan Output 

Dukungan terhadap kegiatan Pelatihan pengolahan hasil Haut Swakelola /Piha.k Ketga Jurlah peserta yang terlatih o1g 

pengelolaan panta untu dan pantai ntuk petani budidaya 

kepentingan Desa dan nelayan tang.kap 

Membenukf gem perbaharuni Swarelola /Piakx etiga Terbentuknya kelemoagaan Un 

kelecbagaan lokad wntuk merjaga Iokal pengelalann pantai 

kelestain pantai dean laa 
tenasuk baka, terusnbu karang 

dan wlay ah tan.glap dan 
pelestarian lingungan laut 

Lain-lain [Sebukac Swakclola/ ihak Ketiga Lain-lain [Sebutkany sata 

Caatan Namenklatut kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatu men kegiatan pada peraturan menteri desa atau nama lain yang Tur 

Ditetapkan di Maso.hi 

pada tanggal 

TI MALlJKU TENGAH¾ 


